
 

 
 

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN 

NOMOR 063.4/KPTS/2023 

 
TENTANG 

PETA RISIKO KECURANGAN 

DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN 
 

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN, 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan 

penguatan sistem pengendalian intern di lingkungan 

Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman diperlukan 
pengendalian atas tindakan kecurangan yang 

berindikasi pada tindak pidana korupsi; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten 

Sleman tentang Peta Risiko Kecurangan di 

Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 

  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; 

  4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 

  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang; 





Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman

Nomor   : 063.4/KPTS/2023

Tanggal  : 28 Agustus 2023
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